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BAB |
MORAL, ETIKA
DAN HUKUM

A. PENGERTIAN
Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu “mos atau mores” yang berarti

tata cara, hukum, adat istiadat, kebiasaan atau budi pekerti. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral adalah ajaran tentang baik dan buruk
yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan
sebagainya, disebut juga dengan akhlak atau budi pekerti atau susila (KBBI,
2022Db).

Secara deskriptif, moral dapat diartikan sebagai kode etik yang ditujukan
kepada kelompok atau masyarakat, dan dapat diterima secara personal untuk
diadopsi dalam perilakunya sendiri. Secara normatif, moral dapat diartikan
sebagai pedoman yang diberikan pada situasi tertentu dan dapat diterima
secara rasional oleh semua orang. Secara harfiah, definisi moral dari kedua
sudut pandang ini berbeda dari penerimaan terhadap nilai yang dapat diterima
oleh kelompok. Mengarah kepada sudut pandang deskriptif, nilai hanya dapat
diterima oleh kelompok tertentu, dan masyarakat homogen yang memiliki
persamaan pandangan terhadap baik atau buruk, berbeda dengan sudut
pandang normatif, moral dapat diterima secara luas oleh kelompok lain atau
masyarakat lain dengan pertimbangan yang rasional (Gert & Gert, 2020).

Moral berkaitan dengan moralitas yang dihasilkan dari tradisi atau adat
istiadat, agama, ideologi atau bahkan gabungan dari beberapa sumber yang
ada. Faktor yang dapat mempengaruhi moralitas adalah motivasi, tujuan akhir
dan lingkungan. Ketiga unsur tersebut menentukan apakah seseorang akan
berperilaku dengan moral yang baik atau buruk. Adanya motivasi sebagai
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BAB I
ETIKA DAN ETIKA PROFESI

A. PENGERTIAN
Etik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, sedangkan dalam

bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.
Bentuk jamak dari ethos adalah to ether artinya adat kebiasaan. Etik bukan
berasal dari ajaran tentang moral, melainkan merupakan cabang ilmu filsafat
mengenai suatu pemikiran kritis dan mendasar dari yang baik, pantas dan
benar dari ajaran moral. Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis
tentang kebajikan atau kejahatan, maupun perilaku benar atau salah (Wibowo,
2014).

Istilah etika dan etik sering dipertukarkan penggunaannya. Etika adalah
ilmu yang mempelajari asas akhlak, sedangkan etik adalah seperangkat nilai
atau asas yang berkaitan dengan akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani,
yang berarti ethikos yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan,
kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep- konsep seperti
harus, mesti benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas
atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang
baik secara moral.

Etika adalah bentuk implementasi dari filosofi moral ke dalam situasi
nyata yang membimbing manusia dalam berpikir dan bertindak dalam
kehidupannya yang dilandasi oleh nilai- nilai yang dianutnya. etika” berarti
ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti
inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang
olehAristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat
moral (Mohammad Adib, 2010).

Etika memberikan batasan atau standar yang mengatur manusia dalam
kelompok sosialnya. Dengan demikian etika menunjukkan aturan (kode)
tertulis yang secara sistem dibuat dengan sengaja berdasarkan prinsip moral
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BAB Il
TANGGUNG JAWAB HUKUM
DOKTER DAN APOTEKER

A. PENDAHULUAN
Praktek kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu

sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian
obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan. (AnonimS5, 2009).

Salah satu tugas apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian, yaitu
pelayanan resep. Dalam pelayanan resep tersebut terdapat problematika yang
telah lama terjadi dan secara terus menerus yaitu tulisan resep dokter yang
sulit dibaca, ketidaklengkapan administrasi resep sebagai informasi
pengobatan pasien (legalitas). Ini merupakan salah satu faktor yang dapat
mengakibatkan medication error dari sebuah pelayanan kesehatan.

Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat
pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya
dapat dicegah (Anoniml, 2004). Berdasarkan tahap kejadiannya, medication
error dapat dibagi menjadi prescribing error (kesalahan peresepan),
transcribing error (error terjadi pada saat pembacaan resep), dispensing error
(kesalahan pada saat peracikan obat), administration error (kesalahan
pemberian obat), dan patient compliance error (kesalahan kepatuhan
penggunaan obat oleh pasien) (Cahyono, 2012). Kesalahan dalam tahap
prescrebing menentukan tahapan-tahapan yang lain, sehingga pentingnya
penulisan resep harus jelas dan lengkap (Anonim, 1981).
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BAB IV
KEPASTIAN HUKUM
PELAYANAN KEFARMASIAN

A. PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus

diberikan dan dijamin oleh pemerintah kepada seluruh warganya. Berdasarkan
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa
“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta
memperoleh pelayanan kesehatan”. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
juga digunakan pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak kesehatan
setiap warganya. Hak kesehatan ini secara umum mengandung dua hak dasar
yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri
(Soekanto, 1990). Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama,
tanpa diskriminasi, adil dan merata atas pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pengaturan perundang-undangan di bidang kesehatan secara umum telah
ada dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) dan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut
dengan UU Tenaga Kesehatan). UU Kesehatan merupakan pengaturan dasar
sistem kesehatan secara umum yang mengatur berbagai bidang dalam ruang
lingkup kesehatan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan UU Tenaga kesehatan
merupakan pengaturan secara umum terkait dengan kedudukan, peran
dantanggung jawab sebagai bagian dari pemberi pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
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BABV
KEBIJAKAN HUKUM
PELAYANAN KEFARMASIAN
DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Secara normative, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.'

Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi, dokter,
perawat, apoteker, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap
tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada adanya
kesadaran, etika sesuai profesi masing-masing, dan tanggung jawab yang
dijunjung tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna
(user).

Apabila ditelisik secara mendalam eksistensi para tenaga kesehatan
bermuara pada perannya dalam memberikan layanan kesehatan kepada
masyarakat. Pada peran tersebut salah satu jenis layanan yang tidak kalah
pentingnya diantara layanan kesehatan yang lain ialah aspek pendistribusian
obat kepada pasien selaku konsumen.

Alur pendistribusian obat hingga sampai ke tangan konsumen, diawali
dari pabrik farmasi lalu disalurkan melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF),
dan dilanjutkan ke agen untuk disalurkan ke apotek atau toko obat. Alur
pendistribusian ini dapat dilihat pada alur yang dilakukan oleh PT Kimia

! Lihat: Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
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BAB VI
ROLE OF PHARMACIST IN
DISASTER MANAGEMENT

A. PENDAHULUAN
Undang-undang No.24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan berbentuk
kepulauan menimbulkan potensi tinggi terjadinya berbagai jenis bencana alam
seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, abrasi, gelombang
ekstrim, dan kebakaran lahan dan hutan. Meningkatnya jumlah penduduk dan
permukiman juga menjadi faktor meningkatnya potensi bencana seperti
epidemi, wabah penyakit, dan bencana teknologi seperti kecelakaan industri
(BNPB, 2014). Data BNPB menunjukkan pada tahun 2017 terjadi 2.341
bencana di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari gempa bumi, banjir,
erupsi gunung api, longsor, dan angin puting beliung. Bencana-bencana alam
tersebut menyebabkan 377 jiwa meninggal dan hilang serta 3,5 juta jiwa
mengungsi (BNPB, 2017)

Manajemen penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan
pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana (Gambar 1) Dalam UU No.24
tahun 2007, tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
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BAB VIl
PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI
SECARA ELEKTRONIK SEKTOR
KESEHATAN

A. PENDAHULUAN
Pada era digital saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat

pesat dan maju. Teknologi memberikan banyak kemudahan bagi setiap
individu dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada bidang
kesehatan khusunya pada bidang farmasi. Internet merupakan salah satu aspek
yang berperan dalam kehidupan yang serba digital, salah satunya yaitu dalam
pembelian obat. Obat merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam
pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mengcegah penyakit, mengobati
penyakit serta menjaga kesehatan tubuh dari suatu penyakit (Juwita, 2021).
Saat ini, pembelian barang melalui online atau e-commersial mengalami
peningkatan, termasuk dalam pembelian obat (Srivastava & Wagh, 2020;
Juwita, 2021).

Keuntungan dari penjualan obat melalui apotek online dibandingkan
dengan apotek konvensional yaitu memudahkan konsumen dalam pembelian
obat dimana saja dan kapan saja tanpa perlu mengantri, kemudahan dalam
memilih obat serta tersedia layanan konsultasi dengan dokter atau apoteker
(Nisa, 2021). Namun disamping itu terdapat beberapa kekurangan dari apotek
online ini yaitu rawan terjadi penyalahgunaan, keadaan obat tidak diketahui
secara langsung, tidak ada jaminan terhadap keaslian resep, tidak berlaku
untuk daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal serta kurangnya komunikasi
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Buku ini mampu menambah wawasan dan meningkatkan
pola pikir mahasiswa tentang Peraturan Perundang—ndangan
di bidang kefarmasian sehingga mahasiswa dan/atau tenaga
kefarmasian mampu melakukan perlindungan hukum secara
preventif bagi dirinya sendiri.
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